
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDII{AN ISLAMNOMOR: 5260 TAHUN2OlS

IZI N PEIVYE LEN G GARAA N. PR#?.Tff ]f,,, PA DA PRo G RAM SARJANAPERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN 2015

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JtrNDtrRAL PtrNDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. Bahr.va daram rangka memberikan otonomi kepadapergurLlan tinggi keagamaan Islam ,.rtri.mengernbangkan satu atau kelompok bidang li;"tertentr_r sesuai kebutuhan, maka perglrruan tinggididorong untuk menyelenggarakan 
-program 

studi yangbermutu dan relev.rn;
b' Bahu'a dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas

f:l::,,."ggaraan pendidikan dan pengembangan bidangKetllnuan yang dibutuhkan 
_ 
pada perguruan tinggikeagamaan islam, Direktorar_ .lendeial'pendidikan Islammelakukan pengkajian terhadap usuian pembukaanprogram studi;

c' Bahu'a berclasarkan pertimbangan sebagaimanadimiksud pada h,ruf a dan -huruf b] pe.ru rnenetapkanKeputtrsan Direktr-rr Je,deral pendidikan Isram tentangIzrn penyelenggaraan program Studi pada program
Sarjana perguruan Tinggi Keagamaan Islam S,,vastaTahun 2015;

Mengingat : 1' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistemPendi<iikan Nasio.ar (Lembaran Negara F.p"ulir.Indonr:sia Tahun 2oo3 Nomor 7g, Tambih.., Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a301);2' undang-Undang Nomor 12 Tahun 2or2 tentansPendicrikan Tinggiir-ernbaran Negara n.p,rulir. r"a""*ilTahun 2Ol2 Nomor 1Sg, Tamlahanlembaran NegaraRepubiik Incionesin lVomor 5336);

3. Peraturan pt:merintah Nomor 
'4 

Tahun 2oL4 tentangPenyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengerolaa,
Perguruan f irrggi (Lembaran wegara Republik IndonesiaTahun 2or'l Nomor 16, Tambihan Lembaran Negara
Republik inclonesia Nornor 5500);

4. Per:rturan ]rresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentan&
Kedudukan, Tugas, dan F:ngsi Kementerian wegara
serta Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi trselln IKementerian Negara sebageirnana telah bJberapa kalidiubah terakhir dengan peratlrran presiden Nomor 13sTahun 2or4 tentang perubahan Ketujuh Atas peraturan
Presiden Nonror 2q 1'ahun 20io t.r.tu.rrg kedudukan,'lugas dan Fungsi l(emente'an Negara serta susunanorganisasi, Tugas cian Irungsi EsIion I Kenrenterian
Nesara'



5. Keputusan \lenrel .rgenit \or:or 39+ Tahun 2003
tentang Pedoman Penc:rlan Per-guruan Trnggi Agama;

6. Keputusan Menteri isama Nomor 150 Tahun 2OO4
tentang Pedoman Penga,.r,asan, Pengendalian dan
Pembinaan Progrant Drploma, Sarjana dan Pascasarjana
pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2OO4
tentang Pedoman Penl.usunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2OO4
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program
Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2O1O
tenta.ng Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan
Akrerlitasi Nasional Perguruan Tinggi;

10. Peral-uran Menterr Agama Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di
Lingl<ungan Perguruan Tinggi Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2OlO tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agarna;

12. Hasil rapat Tirn Teknis dan Tim Penilai proposal
pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam pada Tanggal 12 s.d. 13 Desember
2Ol4 dan llanggal2T s.d. 29 Mei 2015;
Hasil Visitersi Tim Asesor dan Tim Teknis;
Kelengkapan administratif sebagai persyaratan
pembukaan program studi baru;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAI{UN 2015.

Irlemberikan rzin penyelenggaraan Program Studi pada
Program Sarjana Ferguruan Tinggi Keagamaan Islam Su'asta
Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada Diktum
KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan
koinpetensi kerja dalam Kerangka Kualilikasi Nasional
Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahr-rn 2012 tentang Kerarrgka Kua[fikasi
Nasional Indonesia

13.
t4.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Y



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

'l.---..-- : -.11r--j.:-*s ::_i::.= s:*:: s33aga:;:^a:2. :.::a_isuc pada
Diktum KESn, U ::-e ;-S-una{ali gelai ai<aoernlk sesuai
dengan Peraruran:. l',ien'.en Agama Nomor 36 Tahun 2009
tentang Penetapan pemcidangan Iimu dan Gelar Akademik
di Lingkungan Pergtrruan Tinggi Agama.
Program studi sebagainana dimaksud dalam Diktum
KPS.ATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi
minimal, dan pergr-:rLran tinggi p"rry"l".rgg"r" prograrn studiwajib mengajukan akreditasi ulang --"...r"i peraturanperundangan. 

I

Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksudpada Diktum KESATU adarah izin ,.rtrk peraksanaan
perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan
perkuiiahan extentron, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak
membuka program konversi, memperpendek masa studi
Program sarjana, pgrkuliahan di ruar kampus (kelas jauh),
menerima rombongan yang berpotensi penyel..rgg..u^,
kelas di luar kampus.
Keputusan ini mulai ber)aku pada tanggal ditetapkan.

i Jakarta
14 Septernber 2O15

ENDERAL,

IN AMIy,/t

Ditetapkan di

7
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